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KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM
Nomor: 02/SP/I11/2014

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa - Rabu, 4-5

Februari 2014 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna, Selasa-Rabu, 4-5 Februari

2014:

1. Usulan dan pengesahan agenda Sidang Paripurna 4-5 Februari 2014;

2. Review Keputusan Sidang Paripurna 7-9 Januari 2014 dan Progress

Report;

3. Laporan kegiatan Pimpinan dan Subkomisi;

a.
b.
G
d.

€.

Laporan Pimpinan;

Laporan Subkomisi Pemantauan;

Laporan Subkomisi Mediasi,

Laporan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;

Laporan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;

4. Current issues dan usulan penyikapan,

Pembahasan tentang pemantauan Pemilu;

Penanganan korban bencana di Indonesia khususnya dengan
pengungsi khususnya kelompok rentan;

Pembentukan tim audit HAM di Papua;

Pembahasan Kertas Posisi terkait isu Korupsi dan HAM;

Sikap Komnas HAM terkait Tapol dan Napol;

5. Pengesahan Kertas Posisi Kebebasan Beragama,;
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10.

L

12.

13.

14.

15.

16.

17,

1.

19.

Laporan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan (stakeholders)
yang relevan untuk menentukan posisi Komnas HAM terkait 75
kasus kejahatan kolonialisme Belanda;

Penyampaian dan pembahasan revisi Laporan Tim Kajian Terorisme;
Laporan perkembangan Tim Penataan Kelembagaan;

Laporan perkembangan Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran HAM Berat
di Aceh;

Laporan perkembangan Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Penyelidikan
Pelanggaran HAM yang Berat;

Laporan perkembangan Tim Seleksi Sekjen Komnas HAM oleh
Komisioner M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga dan Anshori
Sinungan;

Pembahasan rancangan prinsip kerjasama/pedoman Komnas HAM
dalam membangun kerjasama dengan pihak ketiga oleh Komisioner
Dianto Bachriadi;

Penetapan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras dan Etnis;

Penetapan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Pelayanan
Informasi Publik;

Penetapan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Tata Cara
Pemberian Surat Keterangan Korban dan/Keluarga Korban
Pelanggaran HAM yang Berat;

Laporan perkembangan Tim Timor Leste untuk Anak Hilang oleh
Komisioner Sandra Moniaga, Komisioner Maneger Nasution,
Komisioner M. Nurkhoiron, dan Komisioner Ansori Sinungan;
Laporan perbaikan atas rancangan kertas posisi Bisnis dan HAM oleh
Komisioner Nur Kholis;

Pembahasan laporan 3 (tiga) bulanan pimpinan dan subkomisi yang
mengacu pada hasil review Renstra Komnas HAM oleh pimpinan
bersama Komisioner M. Nurkhoiron dan Komisioner Sandra Moniaga;
Lain-lain:

e Permintaan oleh masyarakat sipil agar Komnas HAM menjadi

Pihak terkait judicial review Undang-undang Nomor 17 Tahun
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2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Mahkamah
Konstitusi;

e Pemberian Penghargaan oleh Komnas HAM kepada individu dan
kelompok pejuang HAM pada peringatan hari HAM Dunia, 14
Desember 2014;

e Penggunaan sumber anggaran untuk tim bentukan paripurna
dan tim ad hoc;

e Rencana Tindak Lanjut MoU antara Komnas HAM dengan
Bawaslu tentang Pemantauan Pemilu.

20. Penutup.

II. Keputusan Sidang Paripurna 4-5 Februari 2014:

1. Sidang Paripurna 4 - 5 Februari 2014 dipimpin oleh Komisioner
Muhammad Imdadun Rahmat selaku Ketua Sidang dan Komisioner
Ansori Sinungan selaku Wakil Ketua Sidang;

Sidang Paripurna bersifat terbatas;

Menugaskan kepada Pimpinan Komnas HAM untuk mengadakan
Focussed Group Discussion (FGD) tentang kewenangan perwakilan
Komnas HAM yang akan dilaksanakan paling lambat 1(satu) bulan
sejak diputuskan;

4. Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal untuk mempertimbangkan
masa pengabdian staf dalam menentukan percepatan jenjang karir/
kenaikan pangkat;

5. Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal untuk menyelesaikan para
pengadu yang masih menginap di kantor Komnas HAM sesuai
keputusan Sidang Paripurna Januari 2014 angka 12 selambat-
lambatnya 2 (dua) minggu sejak diputuskan;

6. Memutuskan sinergi antar subkomisi sebagai agenda tambahan pada
Forum Komunikasi (Forkom) Komnas HAM yang dibahas pada awal
kegiatan dengan melibatkan semua staf subkomisi dan perwakilan;

7. Memutuskan  Subkomisi  Pengkajian dan  Penelitian agar
berkoordinasi dengan Pelapor Khusus Kebebasan Beragama untuk

melaksanakan  diskusi tentang Rancangan  Undang-undang
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Kerukunan dan Kebebasan Beragama dalam rangka menentukan
sikap Komnas HAM;

8. Memutuskan Ketua Komnas HAM untuk menandatangani Surat
Keputusan Tim Pemantauan Pemilu 2014 untuk masa kerja 6 (enam)
bulan setelah diputuskan;

9. Memutuskan pembahasan revisi Laporan Tim Kajian Terorisme pada
Sidang Paripurna Maret 2014; *~

10. Menugaskan Komisioner Muhammad Nurkhoiron untuk membuat
kertas posisi tentang isu penanganan bencana dan pengungsi di
Indonesia yang akan disampaikan pada Sidang Paripurna Maret
2014;

11. Memutuskan pembentukan Tim Audit HAM Papua dipimpin
Komisioner Roichatul Aswidah dengan anggota Komisioner Natalius
Pigai, Nur Kholis, Sandra Moniaga dan Otto Nur Abdullah.
Pelaksanaannya didahului dengan penyusunan Kkertas posisi oleh
Komisioner Natalius Pigai yang akan disampaikan pada Sidang
Paripurna Maret 2014;

12. Menugaskan Komisioner Maneger Nasution untuk membuat Kertas
Posisi Komnas HAM terkait isu Korupsi dan HAM untuk disampaikan
pada Sidang Paripurna Maret 2014;

13. Memutuskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan
Subkomisi Pengkajian dan Penelitian untuk melakukan koordinasi
dan pembahasan untuk menentukan sikap Komnas HAM terkait isu
Tapol dan Napol untuk disampaikan pada Sidang Paripurna Maret
2014;

14. Mengesahkan Kertas Posisi Kebebasan Beragama yang disusun oleh
Pelapor Khusus (Komisioner M. Imdadun Rahmat) menjadi dokumen
resmi Komnas HAM;

15. Memutuskan semua tim bentukan Sidang Paripurna dapat
menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Isu-isu HAM
berdampak Nasional di Biro Administrasi Penegakan HAM, Biro
Umum dan Biro Perencanaan dan Kerjasama kecuali untuk Tim Ad
Hoc Dugaan Pelanggaran HAM Berat Aceh yang menggunakan

anggaran tim ad hoc;
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16. Memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon
Sekretaris Jenderal Komnas HAM selama 7 (tujuh) hari kerja hingga
17 Februari 2014 dan mengubah susunan keanggotaan Tim
kesekretariatan menjadi lintas biro;

17. Memutuskan tindak lanjut 75 kasus kejahatan Kolonialisme Belanda
oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian dengan melibatkan seorang
ahli sebagai peneliti;

18. Memutuskan pembentukan Tim Kecil yang dipimpin Komisioner
Dianto Bachriadi dengan beranggotakan Komisioner Muhammad
Nurkhoiron dan Roichatul Aswidah untuk membahas rancangan
pedoman kerjasama Komnas HAM dengan pihak ketiga untuk
disampaikan pada Sidang Paripurna Maret 2014; «

19. Mengesahkan Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis. Implikasi dari keputusan ini akan
dibahas pada Sidang Paripurna Maret 2014;

20. Mengesahkan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Pelayanan
Informasi Publik. Sekretaris Jenderal diminta untuk menindaklanjuti
implikasi dari keputusan ini;

21. Mengesahkan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Tata Cara
Pemberian Surat Keterangan Korban dan/Keluarga Korban
Pelanggaran HAM Berat. Implikasi dari keputusan ini akan dibahas
pada Sidang Paripurna Maret 2014;

22. Memutuskan laporan perbaikan atas rancangan kertas posisi Bisnis
dan HAM oleh Komisioner Nur Kholis akan disampaikan pada Sidang
Paripurna Maret 2014,

23. Memutuskan para komisioner yang menjadi Pelapor Khusus untuk
berdiskusi merumuskan mekanisme kerja Pelapor Khusus sebelum
Sidang Paripurna Maret 2014;

24. Memutuskan posisi Komnas HAM sebagai amicus curiae pada judicial
review Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, ke depan akan dilakukan pembahasan terkait
dengan isu strategis kemungkinan Komnas HAM untuk melakukan

Jjudicial review;

*
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25. Memutuskan untuk membahas persiapan peringatan Hari HAM
Sedunia yang memberikan resonansi sosial kepada masyarakat luas
termasuk kemungkinan memberikan penghargaan kepada invidu,
kelompok, maupun institusi pada Sidang Paripurna Maret 2014;

26. Memutuskan menerima format laporan 3 (tiga) bulanan pimpinan
dan subkomisi yang mengacu pada hasil review renstra Komnas HAM
dengan mengacu pada hasil pertemuan di Hotel Red Top;

27. Memutuskan Komisioner Natalius Pigai untuk merumuskan petunjuk
teknis pemantauan Pemilu 2014 sebagai tindak lanjut MoU Komnas
HAM dengan Bawaslu;

28. Komnas HAM akan melakukan pertemuan dengan Kompolnas untuk
membahas penjajakan kerjasama,;

29. Meminta Sekretaris Jenderal untuk menyelesaikan kekosongan
jabatan Kepala Sekretariat Kantor Perwakilan Ambon dalam waktu 2
(dua) minggu sejak diputuskan dan segera menggunakan istilah
jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

30. Menetapkan Steering Committee untuk perumusan Renstra 2015-
2019 yang terdiri dari Komisioner Dianto Bachriadi, Roichatul
Aswidah, Nur Kholis, Otto Nur Abdullah dan Hafid Abbas.

Jakarta, 5 Februari 2014
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

1. Siti Noor Laila/Ketua

2. M.Imdadun Rahmat/WakilKetua

3. Dianto Bachriadi/WakilKetua

4. Ansori Sinungan/Anggota

5. Hafid Abbas/Anggota
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6. Maneger Nasution/Anggota

7. Muhammad Nurkhoiron/Anggota

8. Natalius Pigai/Anggota

9. NurKholis/Anggota

10. Otto Nur Abdullah/Anggota

11. Roichatul Aswidah/Anggota

12. Sandrayati Moniaga/Anggota

13. Siane Indriani/Anggota
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Lampiran Keputusan Sidang Paripurna Nomor 02/SP/I1/2014

NAMA TIM POS ANGGARAN

Tim Kajian Terorisme Belum membutuhkan biaya sampai ada kasus baru
Tim Penataan kelembagaan Biro Umum

Tim ad hoc Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh Tim Ad Hoc

Tim Tindak Lanjut Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Isu berdampak nasional

Tim Timor Leste untuk Anak Hilang Isu berdampak nasional

Tim 75 Kasus Kejahatan Kolonialisme Belanda Isu berdampak nasional

Tim Audit HAM Papua Isu berdampak nasional

Pelapor Khusus Biro Perencanaan dan Kerjasama



